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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab keempat, maka 

bab ini akan memberi kesimpulan dari hasil analisis terhadap rumusan 

masalah tersebut. 

1. Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan bagian dari tenaga kerja yang 

juga membutuhkan perlindungan hukum. Begitu juga dengan PRT 

Indonesia yang bekerja di Hong Kong atau yang disebut sebagai Penata 

Laksana Rumah Tangga (PLRT) Indonesia. Sebelum melihat 

perlindungan hukum terhadap PLRT Indonesia yang bekerja di Hong 

Kong berdasarkan Hukum Hong Kong, akan dilihat terlebih dahulu 

mengenai perlindungan hukum terhadap PRT berdasarkan Hukum 

Indonesia yang berlaku. Seperti yang sudah dibahas dalam bab kedua, 

perlindungan terhadap PRT yang dimaksud ditinjau dari peraturan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan 

pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 

2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja 

Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah 

Tangga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga. 

Sedangkan, peraturan Pemerintah Hong Kong mengenai 

perlindungan terhadap PLRT Asing yang akan dibahas pertama yaitu 

berdasarkan Employment Ordinance (EO). Pada dasarnya, EO mengatur 

mengenai perlindungan terhadap PLRT meskipun pengaturan tentang 

PLRT diatur secara khusus dalam Kontrak Kerja Standar. Hak secara 

umum yang diberikan oleh EO tersebut tertulis dalam Pasal 1 EO yang 

pada intinya menyatakan bahwa semua pekerja dilindungi oleh EO ini, 
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baik pekerja purna waktu maupun paruh waktu dan tidak memandang 

waktu bekerja dari pekerja tersebut, berhak atas perlindungan dasar dalam 

EO ini seperti pembayaran upah, larangan atas pengurangan upah, dan 

pemberian hari libur menurut undang-undang dan sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan mengenai perbandingan terhadap 

perlindungan PLRT Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia dan 

Hukum Hong Kong dapat dilihat bahwa Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Hong Kong memiliki upaya tinggi untuk melindungi tenaga 

kerja, dalam hal ini yaitu PLRT sesuai dengan kemampuan dari kedua 

negara tersebut berdasarkan Hukum dari kedua negara tersebut. Hong 

Kong sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap PLRT 

Asing yang bekerja di Hong Kong. Hal tersebut dapat dilihat dari hak- 

hak yang diberikan kepada PLRT Asing hingga dapat dikatakan jika 

perlindungan PLRT Asing di Hong Kong hampir sama dengan 

perlindungan hak untuk pekerja formal, seperti yang diatur dalam EO. 

Hak-hak tersebut meliputi pembayaran upah dengan mengikuti Standar 

Upah Minimun yang ditetapkan Pemerintah Hong Kong, perlindungan 

terhadap PLRT Asing yang sedang sakit, perlindungan terhadap PLRT 

Asing yang hamil hingga pemberian hari libur kepada PLRT Asing. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia sudah cukup baik dalam memberi 

perlindungan dan menjadi perwakilan di negara penempatan tersebut. 

Namun, perlindungan terhadap PRT berdasarkan Hukum Indonesia jika 

dibandingkan dengan Hukum Hong Kong dalam memberi perlindungan 

kepada PLRT Asing masih cukup kurang. Ditambah Indonesia belum 

memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang 

perlindungan terhadap PRT. Jika melihat dari RUU PPRT yang telah 

dijelaskan sebelumnya, banyak hak-hak yang akan diberikan kepada 

PRT yang lebih melindungi PRT hingga cara penyelesaian 

permasalahan jika suatu saat terjadi masalah antara Majikan dengan 

PRT juga diatur dalam RUU PPRT tersebut. 

 
2. Indonesia sebagai negara pengirim masih mengalami kesulitan untuk 

dapat memberikan perlindungan terhadap PMI yang bekerja di negara 
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penempatan yang dalam hal ini PLRT Indonesia yang bekerja di Hong 

Kong. Hal ini disebabkan oleh hukum Indonesia yang tidak memiliki 

yurisdiksi di luar negeri. Hal tersebut didukung oleh adanya asas lex 

loci laboris. Asas lex loci laboris ini dapat diartikan sebagai, “the 

principle of lex loci laboris, which means applying the law of the 

country in which a worker is employed.” Berdasarkan hal tersebut, 

maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku bagi pekerja migran saat 

bekerja adalah hukum dari negara yang mempekerjakan PMI tersebut 

dalam hal ini Negara Hong Kong. Maka dari itu, perlunya upaya 

pendampingan dan perlindungan terhadap PLRT Indonesia yang 

bekerja di Hong Kong dari Pemerintah Indonesia. 

Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

yang bertujuan untuk meminimalisir keterbatasan jangkauan untuk 

memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang 

bekerja sebagai PMI termasuk PLRT Indonesia yang bekerja di Hong 

Kong, maka PMI hanya dapat bekerja di negera tujuan penempatan jika 

negata yang menjadi tujuan penempatan tersebut sudah menandatangai 

perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah 

Indonesia menyepakati adanya Memorandum of Understanding (MoU) 

atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Hong Kong tentang 

perlindungan PMI yang bekerja di Hong Kong. 

Upaya pemerintah selanjutnya yaitu melalui kontrol yang ketat 

terhadap Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dengan PMI dimana hal 

tersebut sesuai Pasal 14 UU PPMI. Perjanjian Kerja tersebut sebelum 

digunakan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI) dalam menempatkan PMI tersebut ke pemberi kerja negara 

penempatan, harus dilakukan pemeriksaan isi dari perjanjian kerja 

tersebut terlebih dahulu. Pemeriksaan tersebut dibutuhkan untuk 

menjamin jika isi dari perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan 

dengan Hukum Indonesia dan hukum dari negara penempatan tersebut 

yaitu Hong Kong. 

KJRI Hong Kong tetap menjalankan peran diplomatik dan 

konsuler dari Negara Indonesia dengan pelayanan advokasi dan 

pendampingan PMI termasuk PLRT Indonesia kepada pemerintah 
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setempat bagi perlindungan hak-hak PMI yang mengalami masalah 

terutama saat masa Pandemi COVID-19 ini. Advokasi dan 

pendampingan tersebut terus dilakukan oleh KJRI Hong Kong dengan 

tujuan untuk memberanikan PMI termasuk PLRT Indonesia untuk 

melapor dan dapat difasilitasi, hak-hak finansial PMI dapat terbayar, 

pengaduan kasus dapat diselesaikan, WNI/PMI mendapatkan fasilitas 

pemulangan/repatriasi, serta bantuan logistic untuk shelter dan berbagai 

ormas tersalurkan. KJRI Hong Kong juga melakukan advokasi dan 

edukasi melalui kunjungan ke penjara, mendatangani kantong-kantong 

PMI, outreach konsultasi pelayanan ke titik terjauh di Hong Kong juga 

menjadi sarana untuk mendekatkan pelayanan negara kepada 

warganya. 

 

5.2 Saran 

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

dinyatakan bahwa upaya Pemerintah Indonesia untuk menegakan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran (selanjutnya disebut UU PPMI) sebagai negara pengirim yang 

berkaitan dengan perusahaan pengerah PMI yaitu P3MI wajib memiliki 

perwakilan di negara penempatan yang memiliki tanggung jawab 

terhadap fasilitas hubungan kerja PMI dengan majikan di negara 

penempatan. Hal tersebut menjadi wajib karena aturan mengenai 

perwakilan di negara penempatan belum bagus. 

2. Tugas dan tanggung jawab dari P3MI diatur dalam Huruf (c) Ayat (1) 

Pasal 52 UU PPMI untuk menyelesaikan permalasahan Pekerja Migran 

Indonesia yang ditempatkannya. Peraturan tersebut harus dilaksanakan 

dengan membuat peraturan teknis yang bertujuan pengawasan terhadap 

P3MI untuk betul-betul melaksanakan kewajiban dari P3MI tersebut. Hal 

tersebut dapt dilakukan dengan perwakilannya di negara penempatan atau 

dengan perjanjian dengan agen luar negeri, P3MI harus meminta supaya 

agen luar negeri menjalankan peran untuk memfasilitasi jika suatu saat 

terjadi perselisihan antara majikan di negara penempatan dengan PMI. 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40asia/%40ro-bangkok/%40ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122275.pdf
https://www.antaranews.com/berita/1741369/pengadilan-hong-kong-tetap-wajibkan-prt-asing-tinggal-di-rumah-majikan
https://www.antaranews.com/berita/1741369/pengadilan-hong-kong-tetap-wajibkan-prt-asing-tinggal-di-rumah-majikan
https://www.spanishdict.com/examples/lex%20loci%20laboris
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493279
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